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PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 45 TAHU N 2017

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Mriuuibang ; a- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Selanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor8 Tahun 2016;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Srüap
Pekon Di Kabupatcn Pringsewu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kuinpsi, Kulusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tohiin 1999 Nomor 75 Tambahan
T^rnharan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Untlang-UndaiLg Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembcntukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
P^mbentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};

5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 3587), acbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ientang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndcuiesÜL Nomor 5539), sebagaimana.
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 5717];

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tenting
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Freslden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun. Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomnr 253);

11. Peraturan Menten. Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



12. Peraturan Menteri Dalarn Negen Nomar 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2G17 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAOIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON Dl KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalarn Peratum Bupati Pringsewu
Nomor 6 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu
Tahun Anggaran 2017(Bciita Daerah Tahun 2017 Nomor
6} diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Paaal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Pekon,

(2| Pririiiidahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Pekon dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah
persyaratan penyaluran dipenuhi.

(3| Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimakaud
ayat (1) dilakukan secnm hertahap dengan
ketentuan sebagai berikut:



a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling
lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per
seratus); dan

b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan oleh
Bupati setelah Kepala Pekcn menyampaikan:
a. Peraturan Pcmekonan mengenai APBFekon

Tahun Anggaran beqalan; dan
h laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa tahap n dilakukan olch

Bupati setelah Kepala Pekon menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I

(6) Laporan reatieasi aebagaimana. dirnaksud pada ayat
(5) menunjnkkan piling kurang telah digunakan
sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat
minggu kedua bulan Juli.

2 Ketenhian pasal 0 diubfih sehingga berbunyi sebagai
berikut;

FasalQ

(1) PenggLiiLaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pcmbangunan dan pcmbcrdayaan
masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteman
masyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Ptekon.

(2] Prioritas sebagaitnana dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan Peraturan Menten Desa,
Pembangunan Daerah Jertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan
diLuangkan dalam Rencana Keija Pemerintah
Pekon.

(2a) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan number daya/ bohan baku lokal,
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap
tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak tennasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2| setelah mendapat persetujuan Bupati.



(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan
peraturan Pemekonan mengenai APBPekon.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 11
(1) Kepala Peknn menyampaikan laporan reaiisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap
tahap penyaluran kepada Bupati

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 1 )
terdiri atas :
a laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahun anggaran sébelumnya;
dan

b . laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan
capaian output tabap I:

(3) Laporan realisasi penyerapan clan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari
tuban anggaran beijalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap I ftfthagnimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b disampaikan paling lambal tanggal
7 Juli tahun anggaran beijalan Laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambal tanggal 7 Juli tahun
anggaran beijalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas wakLu pcnyampaUm laporan
sebagHimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ,
Kepala Pekon dapat menyampaikannya
pemutakhiran capaian output kepada Bupati
untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data
pada aplikasi.

(6) Bupati dapat menduiung proses peruepaUui
penyampaian Laporan realisasi penyerapan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada 1 ayat (2)
dengan berkoordinasi dengan Kepala Pekon.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

Pasal 12
(1) Bupati menuiida penyaluran Dana Deaa, didam hall

a. Bupati belum menerirna dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8;



b, terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon
tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% ftiga
puluh per seratus); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (IJ huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
beijalan sebesar Sisa. Dana Desa di Rekening Kas
Pekon tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon
tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari juinlah
Dana Dcea yang akan disalurkan pada tahap 1,
penyaluran Dana Desa tehap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sainpai dengan minggu pertama bulan
Juli tahun anggaran berjalan &iaa Dana Desa di
Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Daerah.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4)
kepada Kcpala KPPN seLaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa .

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran benkutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat [ 1 )
huruf c disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional dalam hal terdapat putensi atau telah
teijadi penyimpangan penyaluran dan/ atau
penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa sebelum baias waktu lahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

5. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dpiam hal 7

a dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a telah diterima;



b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun
anggaran sebelumnya kurang dari atau sama
dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dart aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Dcaa
sehugRimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
beriangsung sampai dengan berakhimya tahun
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan Lagi ke
Rekening Kas Pekon dan menjadi Sisa Dana Desa di
Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Bupati/ walikota melaporkan sisa Dana Desa di
Rekening Kas Umum Daerah sehagaimana dimnkaud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang
beraangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya aebagaunana dimaksud pada ayat (2)
sckwbat-lanibatnya akhir buien November tahun
anggaran benalan dan agar dianggarkan kcmbai
dalam rancangan APBPekon tahun anggaran
berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kemhali sisa Dana Desa di
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Pekon sampai dengan aktifr bulan
Februari tahun anggaran bcrjalan, aisa Dana Desa
tersebut diperhitungkan sebagaï pengurang dalam
penyaluran Dana Desa tehap I dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun
anggaran beijalan.

(7) Dalam hal Pekon telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran betjalan, bupati menyampaikan perrnintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum
disalurkan dari KKUN ke RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KFPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.



(8} Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I
yang belum dlsalurkan dan RKUN ke RWD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat
bulan Juli tahun anggaran be^edan.

(9} Dalam hal bupati tidak meiiyampaikan perminiaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat [7) , sisa Dana Desa tahap ï yang
belum disalurkan dan RKUN ke RKUD tahun anggaran
beqalsn sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, rnemcrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalem Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal Hoven3ber 2017
BUPATI PRLNGSEWU,

dto

SUJADI
Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal Waabör 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 N0MOR 45

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WAS
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